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ABSTRAK

Perlindungan bagi tenaga kerja sangat penting, terutama saat
menghadapi resiko-resiko yang mungkin terjadi seperti kecelakaan kerja.
Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja diselenggarakan upaya
keselamatan dan_kesehatan kerja, upaya tersebut dengan adanya program
jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS, meski program jaminan sosial
telah dirancang sejak tahun 1992, ternyata masih ada pekerja yang tidak
terdaftar dalam program BPJS salah satunya terdapat pada PT. Chori
Sarana Medika.

Permasalahan “yang diangkat dalam penulisan ini.. adalah
bagaimanakah bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja
yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program
BPJS Ketenagakerjaan oleh PT.Chori Sarana Medika dan apakah faktor-
faktor penghambat pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja yang
mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS
oleh PT.Chaori Sarana Medika.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah
metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan
dan pendekatan fakta.

Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan yang diberikan
terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum
terdaftar dalam program BPJS:yaitu adanya upaya perlindungan preventif
dengan menyediakan klinik untuk'berobat-dan upaya perlindungan represif
yaitu dengan memberikan santunan pengobatan bagi pekerja yang
mengalami  kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam BPJS
Ketenagakerjaan. Saran yang dapat diberikan yaitu pthak PT seharusnya
lebih mengoptimalkan upaya keselamatan dan kesehatan kerja terhadap
pekerja dan sebaiknya pekerja sudah didaftarkan pada hari pertama
bekerja. Pemerintah juga harus mempertegas sanksi bagi perusahaan yang
belum mendaftarkan pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta
memberikan sosialisasi pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, juga
sosialisasi mengenai adanya program jaminan sosial Pemerintah vyaitu
BPJS.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Kecelakaan Kerja, BPJS



ABSTRACT

Protection for workers is very important, especially when facing risks that may
occur such as work accidents. To protect the safety of the workforce, work safety and
health efforts are carried out, these efforts are carried out with the social security
program organized by BPJS, altheugh the social security program has been designed
since 1992, it turns.out that there are still workers who are not registered in the BPJS
program, one of which is at PT. Cory Sarana Medika.

The problem. raised in this paper,is how the form of protection is given to
workers who experience work accidents ‘that' hiave /not, been registered in the BPJS
Employment program by PT.'Cory Sarana Medika and what-are the inhibiting factors
for fulfilling obligations to workers who have work accidents that have not been
registered. in the BPJS program by PT. Cory Sarana Medika?

The research method used in this paper is an empirical juridical research
method with a statutory approach and a fact approach.

The results ‘of this study are a form of protection given to workers who
experience work aceidents that have not been registered in the BPJS‘program, namely
the existence of preventive protection efforts by providing clinics for treatment and
repressive protection efforts, namely by providing medical compensation for workers
who have work accidents that have not been registered. in BPJS Employment.
Suggestions that can be given are that the PT should optimize efforts for occupational
safety and health for.workers and workers should be registered on the first day of work.
The government must also strengthen sanctions;for‘companies that have not registered
workers in accordance with applicable regulations. As well as providing socialization
on the importance of occupational safety and health, as well as socialization regarding
the existence of the Government's social security program, namely BPJS

Keywords: Legal Protection, Labor, Work Accidents, BPJS
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang M

Negara Indone I da o jahte akyat yang harus

berjalan se

Indonesia ( pasal 2 ayat 1) dan salah satu diantaranya adalah tenaga kerja dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
mendefenisikan Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan

sendiri maupun untuk masyarakat.
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Kemajuan pembangunan telah meningkatkan kapasitas produksi yang

berarti memperluas lapangan kerja atau memberikan tingkat penghasilan,

sehingga taraf hidup pekerja dapat bertambah. Namun, keadaan ini tidak

maka pe

teratur. memberikan
perlindun
di kemudiz perlu khawatir

memiliki makna sebagai tonggak penghasilan bagi seorang untuk memenuhi

kebutuhan hidup untuk dirinya sendiri maupun kebutuhan keluarganya. Lalu,
pekerjaan berarti sebagai bentuk untuk aktualisasi diri sehingga seseorang bisa
mengenali dirinya sendiri dan bisa merasakan bahwa dirinya memiliki nilai dan

lebih merasa berharga baik untuk dirinya sendiri dan keluarganya serta
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lingkungannya, dengan demikian hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang

melekat pada diri seseorang yang harus dijunjung tinggi.

yang tidak

mempunyai  dana aws “perlu bantt : tuk mendapat

penghasila

penting sebagai penggerak tata kehidupan ekonomi serta merupakan sumber daya
yang jumlahnya melimpah.! Sesuai dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 1
ayat 2 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah

dijelaskan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang-orang yang mampu melakukan

Ylalu
him.47

Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ed-revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2014,
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pekerjaan untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa dalam memenuhi

kebutuhan sendiri dan juga kebutuhan masyarakat.? Oleh sebab itulah tetap

dibutuhkan banyaknya lapangan pekerjaan yang bisa menampung seluruh tenaga

bungan kerja yakni

aturan kantor,

resiko yang dapat dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Apabila

nantinya sewaktu-waktu ketika tenaga kerja mengalami sakit akibat

Z pasal 1 ayat(2) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
% zainal Asikin, dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan , Cet 4, raja GrafindoPersada, Jakarta,2002,
him..76
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pekerjaannya, kecelakaan kerja maupun hari tua, sudah ada penggantian yang

sesuai atas apa yang telah dikerjakannya.

Salah satu bidang pembangunan nasional .alah pembangunan dalam

mengalami kendala dalam praktel arenanya diperlukan pemahaman yang
menyeluruh terkait substansi aturan ketenagakerjaan dan permasalahan/kasus

yang timbul terkait implementasi hukum ketenagakerjaan.

* Ibid, h.77
> Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
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Seluruh tenaga kerja haruslah dapat memperoleh perlindungan akan
keselamatan dan kesehatan dalam bekerja karena ini merupakan salah satu hak

dari setiap tenaga kerja, hal ini telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indo ; Penerapan Sistem

S Van et ",
perlind g telah 2 ‘5 mencakup

aspek dasar

menjalanke a, suatu tempat

atau wada dengan sarana

kerja yaitu perli 3 c sosial, dan juga perlindungan

teknis.

a. Perlindungan ekonomis 1alah salah satu perlindungan tenaga kerja
yang merupakan bentuk dari penghasilan yang layak bagi
kemanusiaan, termasuk juga jika tenaga kerja tidak mampu bekerja
di luar dari kehendak para tenaga kerja. Sebagaimana yang telah

diatur didalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 88 Ayat 1
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“Para pekerja berhak atas segala penghidupan yang layak di mana
jumlah pendapatan pekerja dari hasil pekerjaannya mampu

memenuhi kebutuhan hidup pekerja atau buruh dan keluarganya

minan hari

6 Lidia Febrianti, Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan, 2017
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Hari Tua), JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan), JKK (Jaminan
Kecelakaan Kerja), JK (Jaminan Kematian).

c. Perlindungan teknis ialah perlindungan tenaga kerja yang berbentuk

o ja seperti penyediaan
S Vanaanevt o
% sebagainya

(Standard

sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Didaalam ketentuan pasal
1 angka 2 UU No 13 Tahun 2003, tenaga kerja merupakan orang-
orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang

ataupun jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk
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masyarakat.” Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 UU No. 13

Tahun 2003, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan

menerima upah ataupun imbalan dalam wujud yang lainnya.® Peran

memiliki hak yang sama atas:

1. Kesehatan dan juga Keselamatan Kerja

2. Moral serta kesehatan, dan

" Pasal 1 ayat(2) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
® pasal 1 ayat(3) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
° Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,2009, him.6.
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3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-
nilai agama®®
Perlindungan tersebut bertujuan agar tenaga kerja dapat melakukan

juga atkan produktivitas

mengga : N3 erja terdiri dari angkatan

kerja dan b jkata < dalam bukan

angkatan

atau biasa juga disebut pengangguran. Pada dasarnya keselamatan dan kesehatan
kerja merupakan salah satu unsur perlindungan tenaga kerja yang bertujuan

untuk menjamin para perkerja dan orang lain yang berada di sekitar tempat kerja

19 pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan
1 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ed-Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2014,

10
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selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta menjaga agar sumber-sumber

produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, serta menjamin kelancaran

proses produksi yang faktor penting dalam meningkatkan produktivitas.
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Dalam rangka e|indungi kesehatan dan keselamatan tenaga kerja
agar dapat mewujudkan prokdu erja yang optimal, maka dibutuhkanlah
sebuah perlindungan yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang
berlaku di Indonesia.*? Perlindungan untuk tenaga kerja dapat terjadi karna

adanya perjanjian antara dua belah pihak yang disepakati oleh pekerja/buruh dan

inilah yang dinamkan dengan perjanjian hubungan kerja.

12 1hid, h.133

11



Keberadaan hukum dalam kehidupan sehari-hari disini sebagai sesuatu
yang diharapkan bisa melindungi, memberikan kedamaian, dan keadilan setiap
orang. Jika 2 ( dua) orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan, membuat
sesuatu maka lahirlah sebuah._perjanjian..Sama halnya.di bidang pekerjaan,
orang -melaksanakan suatu pekerjaan akan menimbulkan adanya sebuah
kesepakatan. Hakikatnya dalam iseluah: perjanjian itu terdiri dari rangkaian
pembicaraan yang didalamnya terdapat sebuah target-target atau impian yang
akan dilaksanakan bisa berupa ucapan ataupun- tulisan. Jika perjanjian tersebut
berupa tulisan, maka dari kesepakatan tertulis tersebut lahirlah sebuah interaksi

hukum antara dua orang atau lebih yang secara umum disebut perjanjian.

Perjanjian kerja merupakan sebuah perjanjian.yang dimana pihak pertama
mengikatkan dirinya kepada satu perintah pithak yang lain.-Untuk suatu waktu
tertentu dalam_melakukanpekerjaan ,dengan: menerima upah. Dari sini dapat
disimpulkan bahwa kekhasan dari setiap perjanjian kerja ialah dibawah perintah
pihak lain, yang menunjukan hubungan antara sipekerja dan atasan. Dalam
lapangan pekerjaan, pemerintah akan menjalankan sesuatu hal yang dapat
meningkatkan kesejahteraan para pekerja ataupun buruh dengan berbagai cara
salah satunya yaitu tentang jaminan sosial yang dipergunakan untuk
meningkatkan sutau kualitas kedududukan harkat dan martabat para tenaga

kerja.

Jaminan sosial bisa muncul karena manusia sebagai makhluk ciptaan

allah tidaklah bisa mendapat kehidupan kekal dan abadi. Bisa saja dalam

12



melakukan pekerjaan manusia ataupun tenaga kerja dapat mendapatkan
ketidakberuntungan ataupun biasa disebut kecelakaan. Kecelakaan Kkerja
merupakan sutau kecelakaan yang dapat terjadi dalam hubungan kerja dan juga
bisa juga termasuk kecelakaan yang terjadi.pada saat tenaga kerja melakukan
perjalanan dari rumah ketempat kerja, atau pada melakukan pekerjaan ataupun
bisa juga terkena penyakit disebabkan<lingkungan kerja. Resiko inilah yang
nantinya akan dihadapi oleh seluruh tenaga kerja “didalam melakukan setiap
pekerjaannya.*®> Maka dari itulah diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja
yang nantinya akan berakibat oleh adanya resiko sosial antara lain seperti sakit
ataupun cacat karna terjadi kecelakaan pada saat" melakukan pekerjaan.
Kesehatan dan juga keselamatan tenaga kerja merupakan. tanggung jawab

pribadi ataupun perusahaan sesuai dengan kelompok jenis usaha.™

Program jaminan sosial-tenaga-kerja-adalah program perlindungan yang
bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya
keamanan dan kepastian terhadap risikososial ekonomi, dan merupakan sarana
penjamin aruspenerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat
dari terjadinya risiko sostal dengam pembiayaan yang terjangkau oleh
pengusaha dan tenaga Kkerja. Penyelenggaraan program jaminan sosial
merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban Negara untuk

memberikan perlindungan sosial ekonomikepada masyarakat. Sesuai dengan

3 Tim Visi Yustisia, Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS, cet.1, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2014,

him.8
bid.

13
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kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara
berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan

funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih

nﬂ! atkan jaminan
peluang untuk
yaitu melalui

program E ai hal ini, telah

£ 52

diatur dal

2004 tentang Sistem Jaminan Sosia

Nasional.*®

BPJS sendiri berdiri pada tahun 1992 dan memiliki 2 bagian yaitu
BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan

merupakan suatu program jaminan sosial bagi para tenaga kerja yang

5 Dr. Ir. Agus Purnomo, MT, “JURNAL AKUTANSI”, 2 November 2020

14
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didalamnya terdapat program seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan

Hari Tua(JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan juga Jaminan Kematian (JKM)™.

Jaminan sosial yang dimaksudkan disini berguna untuk memberikan

inilah yang

ara pekerja akan

dengan menunjukkan kartu BPJS ketenagakerjan apabila pekerja rutin

membayarkan iurannya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan manfaat dari
uang tunai sendiri akan didapatkan oleh pekerja ataupun ahli warisnya apabila

terjadi risiko meninggal dan juga hari tua/pensiun.

8 1bid, h.5

15



BPJS Ketenagakerjaan ialah salah satu program public yang dapat
memberikan perlindungan bagi para tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial
ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi
sosial. Meskipun® program BPRJS Ketenagakerjaaan sudah berdiri sejak tahun
1992, tetapi dalam realita nya masih ada banyak buruh ataupun para pekerja
yang belum mendaftarkan dirinya‘sebagai jpeserta dalam pregram ini seseuai
dengan segala ketentuan yang berlaku. Padahal sudah tertera jelas dalam pasal
15 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24. Tahun 2011. tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial. Salah satu contoh buruh dan juga tenaga kerja
yang tidak terdaftar maupun mendaftarkan dirinya“ dalam program BPJS
Ketenagakerjaan ini adalah tenaga kerja yang tidak terikat dalam suatu
perusahaan seperti tukang angkut sampah keliling dan juga tukang parkir.
Memang tidak semua dari buruh yang memiliki pekerjaan tersebut tidak
terdaftar dalam program BPJS, tapi sebagian besarnya masih belum terdaftar
dengan alasan tertentu. Selain dari tenaga kerja tersebut, tapi ada juga tenaga
kerja yang sudah terikat dalam suatu perusahaan tetapi tidak terdaftar dalam
program BPJS Ketenagakerjaan contoh ‘salah satunya adalah PT. Chori Sarana

Medika.

Jika dilihat dari kenyataannya, dapat dibandingkan dengan total jumlah
warga Negara yang bekerja pada sector formal maupun informal sebanyak
131,01 juta orang, jumlah tenaga kerja yang telah memiliki jaminan sosial baru

mencapai sekitar 23%. Setelah diteliti, bahkan banyak perusahaan yang tidak
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mendaftarkan tenaga kerjaanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan tersebut,

salah satunya yang terjadi pada PT. Chori Sarana Medika.

*€L
<
“@‘ aftar dalam program BPJS

tersebut, saat itu Bape Ql@
Ketenagakerjaan dikarenakan ada atan dalam mendaftarkan pekerja daily
worker/pekerja harian lepas yang dihadapi pihak PT sehingga tidak

mendapatkan jaminan sosial.

Dengan adanya hal ini, pihak dari BPJS tidak dapat memaksakan

kehendak dari para tenaga kerja tersebut karena takut nantinya dapat

17
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memberikan resiko terhadap kedua belah pihak. Karna seperti yang kita tau,

program BPJS Ketenagakerjaan bukanlah suatu program yang merupakaan

paksaan pemerintah terhadap rakyatnya, melainkan progam yang diyakini dapat

18
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B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas,rumusan permasalahan yang diajukan dalam

penelitian ini, adalah :

perusaahaan tidak mendaftarkan para pekerjanya kedalam program

pemerintah ini.

2. Manfaat Penelitian
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a. Dapat memberikan berbagai informasi didalam bidang ilmu hukum

bagi para mahasiswa ataupun masyarakat umum yang berguna untuk

menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap

dibuat dan berlaku. Negara hukum disini bertujuan untuk menyelenggarakan

kesejahteraan jasmaniah dan juga rohaniah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum

7 pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia Adalah Negara Hukum
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yang benar dan juga adil, sehingga apa yang menjadi dari hak dasar warga

Negara benar- benar dihormati, dilindungi, dan juga terpenuhi.*®

2
job)
w
[¢]
=
o
D

«Q
&

peraturan

hakikatn

-3 § ¢

yang nan

sempurna.

LTI

Mertokusumo.*®

Beberapa pengertian Perlindungan Hukum menurut para ahli yaitu:

'8 Hariono, dkk, Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat, Setara Press, Malang, 2013, him.5
19 Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung, Citra Aditya
Bakti, 1993, him. 140

arus dipahami
ubungan itulah

pahami dengan

u sarana yang
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a. Segala upaya hukum yang harus diberikan oleh para aparat penegak
hukum agar memberikan rasa aman untuk masyarakat baik yang

diberikan secara pikiran maupun fisik dari ancaman dari pihak manapun.

:E b. melindungi
-

= ngelola suatu
Z

- m itu sendiri
5 o

E- - rakat. Hal ini
& 5

S 2

-

B ®

g E' c pengakuan hak-
-

M m berdasarkan
o =

g é | ini disampaikan
[—

@ =

B =

E b

§ endiri diambil berlandaskan dari
=

Pancasila sebagai ideologi dan juga falsafah Negara. Prinsip perlindungan
hukum Indonesia menitik beratkan pada suatu prinsip perlindungan hukum

pada harkat dan juga martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

% Soetjipto Rahardjo, , Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung, Alumni, 1983, him. 121
2! philipus M.Hadjon, , Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia, Surabaya, Bina llmu,1987, him. 25
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Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap terhadap tindak pemerintah

bertumpu pada hak-hak asasi manusia.

haruslah  mendapatkan

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan hukum yang merupakan perlindungan

akhir dngan beruba pemberian sanksi seperti denda, penjara dn
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juga hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi
sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dari uraian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa perlindungan

ntif maupun
merupakan

memberikan

2 UU No 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa tenaga kerja
merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna untuk
menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri

ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan jika dilihat dari pasal 1
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ayat 3 UU No 13 tahun 2003, pekerja ataupun buruh merupakan setiap orang

yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.?

mengenai pe an tetapi secara

umum da

4

H tau organisasi

pemerintah.

Adapun tujuan dari hukum ketenagakerjaan yaitu agar terapainya
keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan dan dapat melindungi tenaga kerja

terhadap jahatnya kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha, misalnya yang

22 Asri Wijayanti, Op,.Cit, h.1

25



dapat membuat atau menciptakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa
agar pengusaha tidak bertindak sewenag-wenang terhadap para tenaga kerja
sebagai pihak yang lemah. Dari perumusan diatas dapat diambil kesimpulan
bahwa hukum_.Kketenagakerjaan mempunyai  unsur-unsur sebagai berikut;
serangkaian peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis bahwa peraturan
tersebut mengenai suatu kejadian dengan:adanya orang yang bekerja pada orang
lain (majikan) dan adanya balas jasa yang berupa upah

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dijelaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan
pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja dan penyediaan
tenaga kerja yang sesuai dengan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja
yang sesual dalam mewujudkan kesejahteraannya. Sedangkan pengertian tenaga
kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap
orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau
jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”

Tenaga kerja menurut undang-undang no 13 tahun 2003 sejalan dengan
pengertian tenaga kerja ‘menurut Payaman J. Simanjuntak yaitu mencakup
penduduk yang sudah ataupun sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan
dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sedang sekolah ataupun sedang
mengurus rumah tangga.** Undang-undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa

tujuan dari hukum ketenagakerjaan ialah untuk menapai tujuan pembangnan

2 Asri Wijayanti, Op,. Cit, h.6
2 Lalu Husni, Op,. Cit, h.28
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masyarakat Indonesia yang seutuhnya dengan meningkatkan harkaat, martabat,
dan juga harga diiri tenaga kerja guna untuk mewujudkan banyaknya mayarakat

yang sejahtera, makmur dan adil sesuai dengan penjelaasan umum dari pasal 2

bagi para

5 2

kerja ddilihar

enaga kerja tidak

rja dilihat dari

A EVA RV E

berserikat dan

erja yang dilihat dari

UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu :

1. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding

dengan perusahaan

Perlindungan tentang keselamatan dan kesehatan kerja

3. Perlindungan khusus bagi para pekerja atau buruh perempuan, anak
dan penyandang cacat

N

% 7ainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, him.76

27



4. Perlindungan mengenai upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial
tenaga kerja®®

Selain itu, dalam pelaksanaan keselamatan kerja haruslah memenubhi
syarat syarat agar dapat terlaksaana dengan sebaik-baiknya. Adapun yang
merupakan..syarat-dari. keselamatan kerja menurut. undang- undang nomor 1

tahun 1970 tentang keselamatan kerja yaitu:

Mencegah'dan mengurangi kecelakaan
Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
Mencegh, mengurangi dan memadamkan kebakaran
Memberi kesempatan atau jalan untuk menyelmatkan diri dari waktu
kejadian yang berbahaya
Memberi pertolongan pada keelakaan
Memberi perlindungan diri pada para pekerja
Menegah dan juga mengendalikan menyebarluasnya suhu
kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, cuaca, sinar radiasi, suara dan
getaran
Mengantisipasi dan mengendlikan timbulnya penyakit
Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuali
Menyelenggarakan suhu lembab udara yang baik
Menyelenggarakan penyegaran udara.yang cukup
Mmemelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
. Memperoleh keserasian antar tenaga kerja
Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang
Mengamankan dan memelihara segala jenis barang
Mencegah terkena aliran listrik yang bertekanan tinggi
Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan dan pekerjaan
yang bahaya kecelakaan menjadi bertambah tinggi*’

oo o

Q@ ~h o

LT O3 T XTI

Dengan terpenuhinya syarat-syarat dari keselamatan kerja tersebut, maka
akan tecapailah suatu keamanan yang sangat baik dan tepat yang merupakan
sesuatufaktor yang sangat amat penting dalam memberikan rasa tentram bagi

para pekerja yang bersangkutan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu

% 7aeni Asyhadie, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, PT. RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2007, hIm.78
%" pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
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pekerjaan, peningkatan produksi dan produktivitas kerja. Tujuan dari

keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah:

1. Melindungi
pekerjaan.

baik dengan jalan

memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan
hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan
ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan

demikian maka perlindungan kerja ini akan mencangkup :

1. Norma keselamatan kerja yang meliputi keselamatan kerja, keadaan

tenaga Kkerja atas keselamatannya dalam melakukan
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tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.

. Norma kesehatan kerja dan heigiene kesehatan perusahaan yang

meliputi pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja,

mana  dapat

maupun pada

pekerjanya. uk memberikan
perlindungan sehingga
apabila di kem ja/buruh tidak perlu

khawatir karena suda

QQ\\\.‘

tata cara penggantian ganti akaan kerja tersebut. Dari sinilah
pemerintah menyediakan suatu program agar tenaga kerja mendapatkan suatu
jaminan sosial yang dapat membuat kenyamanan dan juga ketentraman dalam
proses bekerja. Jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya bisa digunakan

oleh tenaga kerja yang sifatnya terikat dengan perusahaan, tetapi bisa juga

%8 Zainal Asikin, op.cit, h.96
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digunakan oleh tenaga kerja lepas atau tunggal yang mana tidak terikat dalam

suatu perusahaan atau instansi terkait.

Pembahasan tentang BPJS Ketenagakerjaan sudah banyak diteliti dan juga

Menu eresia engaruh program
jaminan al tenaga a ¢ pah pada BPJS
Ketenagak

bahwaasa

ketenagak

-

—_

Penelitian berikutnya adalah tulisan dari Raden Dendy Yudha Prawira
(2015), yang berjudul “Strategi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Buruh Di Kota
Tangerang”. Penelitian ini memiliki tujuan strategi BPJS Ketenagakerjaan dalam

meningkatkan kesejahteraan buruh. menunjukkan belum optimal cara yang
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dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kota Tangerang disebabkan faktor

internal dan eksternal.

Sementara _ini, p aan_jami 0si kerja yang dulunya
a \ N
MSOS “Qﬁh‘?\ .' enjadi BPJS
>
a berhubungan
kesehatan,
kecelakaan, .c o ab 3PJS memiliki

cita-cita [ : g _f mor satu demi

Chori sarana Medika)”. Untuk itu, agar tidak terjadinya kesalahpahaman
pembaca dalam menafsirkan judul tersebut, maka penulis akan memberikan

batasan terhadap judul tersebut.
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Perlindungan hukum merupakan suatu hak yang dapat didapatkan oleh
semua warga Negara secara merata dan adil, dan hak itu diberikan oleh

pemerintah bila warga Negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu.

dengan dilakukannya survey.”® Maksudnya disini adalah melakukan

penelitian langsung kelokasi dengan cara mengumpulkan data dan

juga melakukan wawancara. Dari sifatnya sendiri, penelitian ini

% Syafrinaldi, Buku Panduan Penyusunan Skripsi, UIR Press, Pekanbaru, 2012, him.4
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bersifat deskriptif® dimana penelitian ini dimaksudkan untuk
memberikan gambaran yang sangat jelas dan terperinci mengenai

pelaksanaan Jaminan Kecelakaan kerja serta Perlindungan Hukum

objek dengan
nan bagian dari
penelitian untuk

ian.** Sedangkan
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penelitian ini adalah:
1. Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru( 1 orang)
2. Tenaga Kerja tetap PT. Chori Sarana Medika(3 orang)

3. Tenaga Kerja Kontrak PT. Chori Sarana Medika(2 orang)

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, U Press, Jakarta, 2004,him.10
z; Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005,h.118
Ibid, h.119
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4. Mantan Tenaga Kerja harian lepas PT. Chori sarana Medika(1
orang)

Maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitan

No

Sumber Data Olaha

tersebut, dalam

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
DA disay yepepe i uamnjo(

4. Data Dan Sumber Data
Data yang saya kumpulkan dari jenis penelitian ini pada dasarnya
terbagi atas 2 data yaitu:

1. DataPrimer
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Data primer merupakan data utama yang diperoleh oleh
peneliti melalui responden ataupun sample. Data ini dapat

saja berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah,

ber lainnya, yang

\‘Q‘J’J“‘ .aa. ngan dengan
| z

Tanya jawab secara langsung yang dilakukan dengan responden.
Wawancara yang penulis lakukan disini adalah wawancara yang telah
terstruktur sebelumnya yang penulis telah siapkan sesuai data yang

informasi yang diperlukan.
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6. Analisis Data

Data yang diperoleh dan wawancara di olah dan di sajikan dalam

bentuk uraian kalimat yang merupakan data kualitatif.
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yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga

pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan  pengamanan,

penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak

% Soeroso, Penghantar Ilmu Hukum, Cetakan kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,2006, him.49
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asasi yang ada.** Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan
terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara

sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan UUD 1945

yang

haknya serta dapat menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya,
maka hukum tampil sebagai aturan main yang mengatur, melindungi serta

menjaga hubungan tersebut.

* Yulies Tiena Masriani, Pengantar llmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,2008, him.7
35 H
Ibid, h.51
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Menurut Philipus M. Hadjon, dimana dikemukakan bahwa

perlindungan hukum di dalam kepustakaan hukum bahasa Belanda dikenal

dengan sebutan “rechtbescheming van de burgers”. * Jadi pendapat

perbuatan hukum.
Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi
tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak

karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif

% philipus M. Hadjon, op.cit, h.1
¥ Philipus M. Hadjon, op.cit, h.3
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pemerintah terdorong untuk bersikap hati hati dalam mengambil
keputusan. Menurut Philipus M. Hadjon Preventif merupakan

keputusan keputusan dari aparat pemerintah yang lebih rendah

perlindungan
da, penjara dn

a sudah terjadi

hukum yang harus diberikan oleh para aparat penegak hukum agar
memberikan rasa aman untuk masyarakat baik yang diberikan secara

pikiran maupun fisik dari ancaman dari pihak manapun

b. Menurut Soetjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu
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upaya untuk melindungi kepentingan seseorang ataupun masyarakat

dengan cara mengelola suatu kekuasaan dan memberikan suatu siffat

dan tujuan hukum itu sendiri ialah untuk membeerikan perlindungan

3. Dasar Hukum Perlindungan Hukum

Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat

Indonesia, landasan berpijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi

% Soetjipto Rahardjo, op.cit, him.121
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dan dasar falsafah negara. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat
dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena

pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

3. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Kepolisian

Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga

% Fitri Hidayat, 2013, “Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum”,
httpt://fitrihidayat-ub.blogspot.go.id/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html ~ (diakses
pada 30 Oktober 2016)
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B. Tinjauan

keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi,

mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan

hukum.”

1. Penge

at”. Pengertian tenaga
kerja dalam UU Ketenagkerjaan tersebut menyempurnakan
pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang memberikan

pengertian tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melalukan

pekerjaan dengan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna
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menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat”. 40

Tenaga kerja (manpower) terdiri dari angkatan kerja dan bukan

angkatan kerja. Angkatan kerja atau labour force terdiri dari :

a. golongan yang bekerja, dan

“% Lalu Husni, op.cit, him.28
“1 Sendjun H. Manulang, Pokok-pokok Hukum ketenagakerjaan di Indonesia, bhineka cipta, Jakarta,
2001, him.3
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b. golongan yang menganggur atau yang sedang mencari pekerjaan.

Pengertian pekerja menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU

setiap ora

bentuk lai

2. Hak dan Kewajiban Tenaga

a. Hak Tenaga Kerja

Dalam pembangunan nasional peran tenaga Kkerja sangat
penting, sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja sangat diperlukan

untuk menjamin hak-hak dasaar pekerja atau buruh dan menjamin
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kesamaan kesempatan dan juga seta perlakuan tanpa diskriminasi atas
dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan para pekerja ataupun
buruh.** Berbicara mengenai hak pekerja/buruh berarti membicarakan hak-
hak asasi, maupun hak bukan.asasi. Hak asasi-adalah hak.yang melekat
pada diri-pekerja/buruh itu sendiri yang dibawa sejak lahir dan jika hak
tersebut terlepas dari diri pekerjatitu=akan turun derajat dan harkatnya
sebagai manusia. Sedangkan hak yang bukan “asasi berupa hak
pekerja/buruh yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

sifatnya non asasi.** Adapun hak tenaga kerja ialah sebagai berikut:

1. Imbalan kerja (gaji, upah dan sebagainya) sebagaimana telah
diperjanjikan bila ia telah melaksanakan kewajiban

2. Fasilitas dan berbagai tunjangan/dana bantuan yang menurut
perjajian akan diberikan oleh pihak majikan/perusahaan
kepadanya

3. Perlakuan yang baik atas dirinya melalui penghargaan dan
penghormatan “yang- Jlayak, rselaras dengan harkat dan
martabatnya sebagai manusia

4. Perlakuan yang adil dan seimbang antara dirinya dan kawan-
kawannya, dalam tudas dan penghasilannya masing-masing
dalam angka perbandingan yang sehat

5. Jaminan  kehidupan yang wajar dan layak dari
Pihak majikan/perusahaan

6. Jaminan perlindungan dan keselamatan diri dan kepentingan
selamahubungan kerja berlangsung

7. Penjelasan dan kejelasanstatus, waktu dan cara kerjanya pada
majikan/perusahaan.**

8. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat
keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan diri
yang diwajibkan tidak dipenuhi, kecuali dalam toleransi
khusus yang ditetapkan lain oleh pegawai pengawas.

#2 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Ed-1, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta,2011, him.14
* Ibid, him.15
* A. Ridwan Halim, Hukum Perburuhan Dalam Tanyak Jawab, Balai akasara, Jakarta, 2001, him.45
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Adapun hak-hak tenaga kerja yang diatur dalam UU

Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang

L
.‘\\\‘-

. Tenaga kerja yang gikuti program pemagangan
berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari

perusahaan atau lembaga sertifikasi.

5. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang

sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan
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memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar

negeri.

ja/buruh  dari  hasil
pekerjaanya A uhi  kebutuhan hidup
pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi

makanan dan minuman, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan

jaminan hari tua.

10. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh
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jaminan sosial tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan

bagi pekerja/buruh dan keluarganya.

pekerja/buruh adalah sebagai berikut :

a. Wajib melakukan pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian
yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam

melaksanakan isi perjanjian, pekerja

> Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2007,
him. 103
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melakukan sendiri apa yang menjadi pekerjaannya. Akan

tetapi, dengan seizin pengusaha/majikan  pekerjaan

tersebut dapat digantikan oleh orang lain.

1 apabila
akibat
sehingga

atau lain

d. Kewajiban untuk bertindak sebagai pekerja yang baik.
Pekerja wajib melaksanakan kewajibannya dengan baik
seperti yang tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, maupun dalam perjanjian kerja bersama.

Selain itu, pekerja juga wajib melaksanakan apa yang
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seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan menurut

peraturan  perundang-undangan, kepatutan, maupun

kebiasaan. “°

tenaga ke

berlangsun

adanya te

pengusaha

\*‘%‘3

e
Perlindungan te .Q‘

X\

UU Ketenagakerjaan yang

sesuai peratura

perhatian dalam
Hukum Ketenagakerjaan. Bebera

mengatur hal itu, diantaranya:

1. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah
memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam
mewujudkan kesejahteraan (Pasal 4 huruf c).

2. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa

“® F.X. Djumialdji, 2008, Perjanjian Kerja(Edisi Revisi), Sinar Grafika, Jakarta, h.43
T Wiwiho Soedjono, 2000, Hukum Perjanjian Kerja, Bina Aksara, Jakarta, h.42
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diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 5)

3. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan
yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6)

4. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh dan/atau
meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja
sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui
pelatihan kerja (Pasal 11)

5. Setiap pekerja atau buruh memiliki kesempatan yang sama
untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang
tugasnya (Pasal 12 ayat (3))

6. Setiap tenaga kerja mempunyai-hak dan kesempatan yang
sama untuk'memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan
dan memperolehpenghasilan yang layak di dalam atau di
luar negeri (Pasal 31)

7. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan
atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan
kesusilaan, dan perlakuanyang sesuai dengan harkat
martabat manusia serta nilai-nilai agama (Pasal 86 ayat (1))

8. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan
yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemausiaan
(Pasal 88 ayat (1))

9. Setiap pekerja atau. buruh dan keluarganya berhak untuk
memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 99 ayat (1))

10. Setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi
anggota serikat pekerja atau buruh (Pasal 104 ayat (1))*

Secara yuridis, Pasal 5 membertkan' perlindungan bahwa setiap
tenaga kerja berhak dan mempunyali kesempatan yang Sama untuk
memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan
jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat
dengan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan
yang sama terhadap para penyandang cacat. Adapun Pasal 6 mewajibkan
kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja atau
buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama warna kulit, dan

aliran politik.

*® Eko Wahyudi, Hukum Ketenagakerjaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, him.31-32

53



Lingkup perlindungan terhadap pekerja atau buruh menurut UU

Ketenagakerjaan:

1. perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk

berundingdengan perusahaan;

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;

3. perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan,
anak, danpenyandang cacat;

4. perlindungan tentang-upah; kesejahteraan, dan jaminan
sosial tenagakerja.*®

I

Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin
berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai
adanya tekanan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Untuk
ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Soepomo
dalam Asikin perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi tiga macam,
yaitu sebagali berikut:

1. perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja
dalam bentukpenghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga
kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.

2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam
bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat

dan perlindungan-hak untuk berorganisasi.

3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam
bentuk keamanan dan keselamatan kerja.>®

Ketiga jenis perlindungan di atas mutlak harus dipahami dan

dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pengusaha sebagai pemberi jasa. Jika

* Ibid, hIm.32
* Ibid, hIm.33
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pengusaha melalukan pelanggaran, maka dikenakan sanksi.

Dasar hukum perlindungan tenaga kerja antara lain :

Perselisi

Indonesia

f. Undang-Undang Nomor 24 Tahu entang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 116)
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C. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Kerja

1.Pengertian Kecelakaan Kerja

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Kecelakan
kerja diartikan sebagai suatu. kecelakaan yang terjadi dalam hubungan
kerja termasuk sakit akibat hubungan kerja, demikian pula terhadap
kecelakaan kerja yang terjadi-dalam perjalanan berangkat dari rumah
menuju tempat Kerja dan pulang kembali dari melalui jalan yang biasa
atau jalan yang wajar dilalui. Namun, tidak semua kecelakaan kerja
dapat dikategorikan dalam kecelakaan kerja. Ada beberapa jenis
kecelakaan 'yang pada awalnya tidak dapat dikategorikan dalam
kecelakaan kerja, namun karena perkembangan teknologi jenis
kecelakaan dimasukkan sebagai kecelakaan kerja. Dengan perkembangan
yang demikian, maka tidak.-hanya meliputi kecelakaan di perusahaan saja
yang termasuk kecelakaan kerja, tetapi tetapi juga meliputi kecelakaan
lalu lintas yang timbul pada saat pergi dan pulang dari tempat kerja.
Demikian juga kecelakaan kerja kadangkala diperluas dengan meliputi
penyakit akibat kerja. Ada 3 (tiga) jenis kecelakaan kerja, yaitu :

a. Golongan pertama, yang mengartikan kecelakaan kerja

secara sempit vyaitu golongan yang hanya meliputi
kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan saja.

b. Golongan kedua, yang mengartikan kecelakaan yang bukan
hanya terjadi di perusahaan saja, tetapi juga penyakit yang
timbul akibat hubungan kerja di perusahaan tempat bekerja.

c. Golongan ketiga, yang mengartikan kecelakaan kerja secara
luas, yaitujenis kecelakaan yang meliputi golongan pertama
dan golongan kedua ditambah kecelakaan (lalu lintas) yang
terjadi pada saat pulang dan pergike tempat kerja, dengan

melalui rute yang biasa dilalui.”*
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Sedangkan menurut Manullang, keelakaan kerja itu

meliputi:

a. Kecelakaan Kkerja yang terjadi di .tempat Kkerja atau
lingkungan tempat kerja.

b. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dan
pulang dari tempat kerja, sepanjang melalui perjalanan yang
wajar dan biasa dilewati setiap hari.

c. Kecelakaan terjadi di tempat lain dalam rangka tugas atau
secara langsung ‘bersangkut paut /dengan penugasan dan
tidak ada-unsur kepentingan pribadi.

d. Penyakit yang timbul akibat hubungan kerja.>®

Dalam . kaitanya dengan kecelakaan kerja, ada suatu jenis
kecelakaan yang tidak dapat di kategorikan sebagai kecelakaan kerja. Jenis-
jenis kecelakaan tersebut adalah:

a. Kecelakaan yang terjadi pada waktu cuti, yaitu yang
bersangkutan—sedang bebas_ dari_urusan pekerjaan yang
menjadi tugas dan: ' ‘tanggung jawabnya. Jika yang
bersangkutan mendapat panggilan atau  tugas dari
perusahaan, dalam perjalanan memenuhi panggilan tersebut,
yang bersangkutan sudah dijamin oleh jaminan kecelakaan
kerja.

b. Kecelakaan yang terjadi di mes/perkemahan yang tidak
berada dilokasi tempat kerja.

c. Kecelakaan yang  terjadi dalam rangka melakukan
kegiatan yang bukan merupakan tugas dari atasan, untuk
kepentingan perusahaan.

d. Kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan

*! Zaeni Asyhadie, op.cit, h.131
*2 Sendjun H. Manullang, op.cit, h.115
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semula tidak dikeh

dan tidak
kerugian
kerugian ya

mana telah

a. Kerusake

b. Kekacaue

d. Kelainan da

e. Kematian.

Keluhan, k

meninggalkantempat kerja untuk kepentingan pribadi.53

Kecelakaan didefinisikan sebagai suatu kejadian yang tak terduga,

elah diatur dari

NI MM

<« 0
“‘

1. Unsafe Condition

Dimana kecelakaan terjadi karena kondisi kerja yang tidak aman,

%3 Zaeni Asyhadie, op.cit, him.137
* Anonim, 2015, “Defenisi dan Pengertian Kecelakaan Kerja Serta Latar Belakang Faktor Terjadinya

Kerja”URL:

http://www.defenisi-pengertian.com/2015/07/defenisi-pengertian-faktor-kecelakaan-

kerja.html(diakses tanggal 28 Oktober 2016)
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sebagai akibatdari :

a. Mesin, Peralatan, Bahan, dsb

Selain itu ada beberapa fa

oenyebab kecelakaan kerja yang
dikategorikan menjadi 3 (tiga) faktor yaitu faktor teknis, faktor non-teknis

dan faktor alam.

% bid
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1. Faktor Teknis

a. Tempat kerja

Tempat kerja harus memenuhi syarat-syarat keselamatan Kkerja,

c. Bahan-bahan dan peralatan ya
Pemindahan barang-barang yang berat atau yang berbahaya (mudah
meledak, pelumas, dan lainnya) dari satu tempat ke tempat yang lain
sangat memungkinkan terjadi kecelakaan kerja. Untuk menghindari
kecelakaan kerja tersebut, perlu dilakukan pemikiran dan

perhitungan yang matang, baik metode memindahkannya, alat yang
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digunakan, jalur yang akan di lalui, siapa yang bisa memindahkan
dan lain sebagainya. Untuk bahan dan peralatan yang berat

diperlukan alat bantu seperti forklift. Orang yang akan

benar cara

penambahan tanda- tanda keselamatan, pembatasan kecepatan, jalur
khusus untuk transportasi (misal dengan warna cat) dan lain

sebagainya.

. Tools (Alat)

Kondisi suatu peralatan baik itu umur maupun kualitas sangat
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mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Alat-alat yang sudah tua
kemungkinan rusak itu ada. Apabila alat itu sudah rusak, tentu saja

dapat mengakibatkan kecelakaan. Melakukan peremajaan pada alat-

pada alat-alat

c. Tsunami

d. Tornado/Putting Beliung

2.Landasan yang Mengatur Jaminan Kecelakaan Kerja

% Ibid.
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BPJS Ketenagakerjaan merupakan penyelenggara jaminan

sosial yang berfungsi menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan

Kerja (JKK), program Jaminan Kematian (JK), program Jaminan Pensiun

sepenuhnya dita
1,74% dari

resiko kecels

penyelenggara, dilakukan setiap b disetor secara lunas paling
lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Keterlambatan
pembayaran iuran dikenakan denda. Tenaga kerja yang tertimpa
kecelakaan kerja berhak atas jaminan kecelakaan kerja berupa penggantian

biaya berupa:

> Lalu Husni, op.cit, him.153
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a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami
kecelakaan kerja kerumah sakit dan atau/ kerumahnya,
termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan

b. Biaya pemeriksaan dan/atau perawatan selama dirumah
sakit, termasuk rawat jalan.

pada das
kepastian
Indonesia.
memenuhi
dapat meng

berkurangn

Kecelakaan

1. Pengertian BPJS
Pengertian BPJS dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) UU BPJS
adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
jaminan sosial. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah

satu tanggung jawab dan kewajiban Negara dalam memberikan

%8 Lalu Husni, op.cit, him.154
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perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat demi terciptanya

kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosialbagi seluruh rakyat

Indonesia. Selain diamanatkan dalam pancasila, mengenai kewajiban

menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk
Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan

sosial yang menyeluruh dan terpadu. Sehingga pada awal tahun 2014,

% Jamsos Indonesia, 2016, ‘Transformasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”URL:

http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout 387(diakses pada tanggal 30 Oktober 2016)
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untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang — Undang Nomor
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang

menyebutkan bahwa badan penyelenggara jaminan sosial harus dibentuk

dengan Undang — a_dibentuklah mi memberikan

ok | LRSS Yl

e

sosial me
Kesehatan s
PT. Jamsos
ayat (1)

merupakan

menjadi  bad:

‘g\ﬁ\‘

N\
ﬁ_“

nirlaba.%!

pekerja/buruh secara otomatis termasuk dalam katagori Bukan Penerima

Bantuan luran Jaminan Kesehatan (Non PBI), terdiri dari Pegawai Negeri
Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah

non Pegawai Negeri, Pegawai Swasta, pekerja di luar hubungan kerja atau

% Tim Visis Yustisia, op.cit, him.1
81 Eko Wahyudi, op.cit, Jakarta, him.55
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pekerja mandiri, dan termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling

singkat 6 (enam) bulan.

Hak — hak pekerja/buruh yang dulunya didapatkan dari PT. Askes

jaminan ha

ketentuan Pasa

Perlin
yaitu perli

keselamatan

untuk memperoleh perlindungan ata

2.Tugas dan Wewenang BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan
suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang

sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang
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dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh
tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan

meninggal dunia.

Dalam ketentuan Pasal 10 UU BPJS disebutkan tugas BPJS yaitu:

melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;

memungut dan-mengumpulkan luran.dari Peserta dan Pemberi

Kerja;

menerima Bantuan luran dari Pemerintah;

mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;

e. mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan
Sosial;

f. membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan
kesehatansesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial;
dan

g. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan

program JaminanSosial kepada Peserta dan masyarakat.

5

oo

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10, BPJSberwenang untuk:

a. menagih pembayaran luran;

b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka
pendekdan jangka panjang dengan mempertimbangkan
aspek likuiditas, solvabilitas, kehati hatian, keamanan dana,
dan hasil yang memadai;

c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan
Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
jaminan sosial nasional,

d. membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai
besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada
standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah;

e. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas
kesehatan;

f. mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau
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Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;

. melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang
mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar luran atau
dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan;dan
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BAB 111

ayat (2)

UUD 1945, ia a nega ata ckerjaan dan

untuk bekerja serta mendapat i

perlakuan yang adil dan layak

dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut menunjukan bahwa di Indonesia
hak untuk bekerja telah memperoleh tempat penting dan dilindungi oleh

UUD 1945
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Ada dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum

preventif dan perlindungan hukum represif.®?

1. Perlindungan hukum,preventif

pemerinta ﬂ

terjadinya s

vt

2. Perlind
Perlindunga epresif, yaitu per “ yang

diberikan

<<z
\\‘-@"b

cahliannya serta diberikan

peroleh pekerjaan
yang sesuai dengan kemamp
penghasilan yang layak sehingga dapat menjamin kesejahteraan dirinya

beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.

Dalam Pasal 86 ayat 1 UU Ketenagakerjaan disebutkan juga bahwa

%2 philipus M. Hadjon, op.cit, him.18
8 Asri Wijayanti,op.cit, him.6
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setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

keselamatan dan kesehatan kerja
moral dan kesusilaan dan
perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat.manusia serta nilai-

oo

b. norma kesehatan kerja dan heigiene kesehatan perusahaan
yang meliputi pemeliharaan dan mempertinggi derajat
kesehatan pekerja, perawatan tenaga kerja yang sakit

c. norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga
kerja yang berkaitan dengan waktu bekerja, sistem
pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan
ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang
diakui oleh pemerintah dan moril kerja yang menjamin daya
guna Kkerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai
dengan martabat manusia dan moral
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d. kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan akibat
pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi
akibat kecelakaan dan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli
warisnya berhak mendapat ganti kerugian.®*

kesejahteraan.

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu

tanggung jawab dan kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan

® Kartasapoetra, Pokok-Pokok Hukum Perburuhan,Bandung, Armico, him.43
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sosial ekonomi kepada masyarakat demi terciptanya kemanusiaan yang
adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain diamanatkan dalam pancasila, mengenai kewajiban Negara

guna me

pemerinta

badan khus

mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan

penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang

diikuti”®. Kemudian ketentuan Pasal 12 ayat (3) Keputusan Menteri

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-100/MEN/V1/2004 tentang

% Undang-Undang BPJS
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Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yaitu “Daftar
pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada

instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat

pekerja pad

dialami bap

sosial tersebut. Menurutnya, ia belum didaftarkan karena masa kontrak
kerja yang hanya 1 tahun saja. Namun, ia diberikan pelatihan teknis oleh
senior dibagian kantor saat menyesuaikan lingkungan kerja, selain itu di
area ruangan kantor menyediakan kotak P3K dan in house clinic apabila
terjadi kecelakaan kerja. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang

mengakibatkan ia tidak dapatbekerja maka perusahaan memberi kebijakan
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dengan tidak memotong gaji pada hari itu. Selain itu sebagai pekerja

kontrak, Silfi Putri Anjani juga mendapatkan bonus diluar gaji yang ia

terima (wawancara tanggal 24 November 2021).

pekerja

masalah

LA CCH

tentu dip

dia tidak

Pada dijelaskan

tanae

identitas in in bahwa

Wawancara menggunakan teknik penarikan informan. Teknik ini
yaitu dengan menetapkan beberapa orang menjadi informan dan
selanjutnya jika informan yang telah ditetapkan dirasa belum memenuhi

kebutuhan atau jawaban yang didapat dirasa masih simpang siur, maka
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informan ini akan bertambah sampai data yang diinginkan oleh peneliti

sudah mencukupi atau sudah sesuai dengan yang diharapkan.

adika. Informan

Dari
mengenai
terdaftarnya

Berdasarkal

karna banyaknya hal. Selain itu, kami merupakan suatu PT yang bergerak
dibidang kesehatan dan juga banyak bekerja sama dengan beberapa rumah
sakit untuk mengantarkan alat kesehatan ke rumah sakit. Untuk jamsostek
kesehatan, para karyawan sudah mengurus masing masing dan secara

pribadi tanpa adanya antuan dari perusaahaan, sedangkan untuk jamsostek
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ketenagakerjaan, perusahaan akan menjamin keselamatan pada para

pekerja, dan jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, perusahaan akan

memberikan tanggungan yang tidak saling merugikan kepada pekerja

. Faktor pel

tentu masa

para pekerja harian lepas yang kecelakaan kerja

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu karyawan mantan

kurir PT. Choy Sarana Medika yang saat ini bekerja sebagai kebersihan di PT

% Wawancara dengan Hartini, tanggal 22 Februari 2022, 10.00 WIB, di Kantor PT. Chory Sarana

Medika.
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ini tdak jauh beda dengan pimpinan PT

“ Kalau dari saya sendiri pribadi menanggapi, itu merupakan hal yang tidak

harus diambil p . bagi JF sa erupakan sebuah

bertangg ) SE ni, ya as la N ya tidak

masalah.

Februari 2

ada salahnya jika suatu perusahaan membberikan jaminan kepada karyawannya
menggunakan cara mereka tersendiri asalkan itu saling menguntungkan dan

tidak ada yang dirugikan atas hal tersebut.

87 Wawancara dengan Sumono, 22 Februari 2022, jam 10.00 WIB, di PT. Chory Sarana Medika.
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B. Penyelesaian yang Diberikanoleh PT. Chori Sarana Medika

Terhadap Para Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja

i keberhasilan

Perlindungan tenaga kerja meliputi aspek-aspek yang cukup luas,
yaitu perlindungan dari segi fisik yang mencakup perlindungan
keselamatan dari kecelakaan kerja dan kesehatannya serta adanya

pemeliharaan moril kerja dan perlakuan yang sesuai dengan martabat
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manusia dan moral agama, sebagaimana telah ditegaskan pada Pasal 86

Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan perlindungan terhadapstenaga kerja harus

tenaga

bidang

tenaga ke

berlangsung

adanya tekana
pengusaha wa o : : 1" enaga kerja

sesuai pera

dalam program JKK dan JKM Ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ketentuan Pasal 4 ayat
(2) PP tersebut.

Dalam PP Nomor 44 Tahun 2015 ini, peserta program JKK dan JKM terdiri dari:

% Wiwiho Soedjono, op.cit, him. 42
8 Abdul Khakim, op.cit, him. 103
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1) Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja

selainpenyelenggara Negara, meliputi:

Kerja tempat kerja baru wajib kepesertaan Pekerja dengan
melaporkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran
kepada BPJS Ketenagakerjaan sejak Pekerja bekerja pada Pemberi Kerja
tempat kerja baru.

Ketentuan Pasal 8 Ayat (3) bunyi Pasal 8 Ayat (3) “Dalam hal

Pemberi Kerja belum melaporkan dan membayar luran maka bila terjadi
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risiko terhadap Pekerjanya, Pemberi Kerja wajib memberikan hak-hak
Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini”. Dalam

hal Pemberi Kerja nyata-nyata lain tidak mendaftarkan Pekerjanya,

R

gi tujuh hari dan jika upah itu

.*’ aka upah seharinya

harinya, jika upah itu Q« &‘

adalah upah yang dibayar satu
dibayar bulanan maka upah seharinya adalah upah yang dibayar satu

bulan dibagi tiga puluh.

Pembentukan UU BPJS untuk melaksanakan program Jaminan

Sosial di seluruh Indonesia. Dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan
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BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan
kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan
kematian. Ketentuan Pasal 15 Ayat 1 UU BPJS, menyebutkan “Pemberi
kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai
peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program

jaminan sosial yang diikuti”.

Seperti- diketahui bahwa menurut Undang-Undang Keselamatan

Kerja, pengusaha diwajibkan untuk :"

1. Memberikan kesehatan badan, kondisi mental dan tenaga
fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya, maupun
pekerja yang sudah ada secara berkala pada dokter yang
ditunjuk oleh pengusaha dan yang disetujui oleh petugas
pengawas;

2. Menunjuk dan menjelaskan kepada tenaga kerja yang baru tentang :
a..kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam tempat kerjanya
b. semua pengamanan dan alat-perlindungan yang

diharuskan dalamtempat kerjanya
c. alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan
d. cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan.

3. Secara tertulis menempatkan di tempat kerja yang

dipimpinnya semuasyarat keselamatan kerja yang

diwajibkan;

4. Memasang di tempat kerja:yang dipimpinnya semua gambar
keselamatan kerja yang dipimpinnya dan semua bahan
pembinaanlainnya pada tempat yang mudah terlihat kepada
pekerja;

5. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat-alat
perlindungan diri yang diwajibkan kepada pekerja.

" Undang- Undang Tentang Keselamatan Kerja
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Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko

yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya.

Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang

bekerja sampai tiba kembali di atau menderita penyakit akibat
hubungan kerja™. luran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja ini
sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran

berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran.

Adapun manfaat dari Jaminan Kecelakaan Kerja adalah sebagai berikut:

™ Tim Visi Yustisia, op.cit, him.8
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. Biaya Transport (Maksimum)

a. Darat/sungai/danau Rp 750.000,-

b. Laut Rp 1.000.000,-

c. Biaya pemakaman Rp 2.000.000,-

. Biaya Rehabilitasi

a. biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp 2.000.000,-

b. penggantian pemberian alat bantu (orthese) maksimal 40% dari
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patokan hargayang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi RSU

pemerintah.

8. Penyakit akibat kerja, besarnya santunan dan biaya pengobatan/biaya

Sangat jelas
perusahaan
Kecelakaan diikuti setiap

pemberi kerj m tersebut

3
@D
3
o
=3
QD
D
o
)
QD
3

diatas
menanggulangi resiki 1 ] am lingkungan

kerja.

Sebagaimana ketentuan diatas maka sudah ada tahapan-tahapan bagi

setiap pemberi kerja dan pekerja mendaftarkan diri dalam program BPJS.

Pemberi Kerja maupun pekerja wajib mendaftarkan dirinya dalam program

BPJS yang diselenggarakan Pemerintah. Selain mendapatkan manfaat proteksi

2 Tim Visi Yustisia, op.cit, him.8
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sosial bagi Pemberi Kerja dan Pekerja, mendaftarkan diri kedalam BPJS
merupakan tugas sebagai warga Negara. Adapun upaya dalam menghadapi

hambatan pendaftaran pekerja dalam program BPJS vyaitu:

kewajiban

unya juga

Adapun upaya yang diberikan pihak PT sampai saat ini bagi
tenaga kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS yaitu dengan adanya
penyesuaian lingkungan kerja terlebih dahulu, kemudian dengan adanya

kelengkapan obat-obatan dan juga alat kesehatan yang terdapat dibelakang
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kantor dan memberikan kebijakan kepada pekerja kontrak apabila sakit

saat jam kerja maka pihak perusahaan tidak akan memotong gaji pekerja

tersebut. Upaya lain yaitu dengan adanya santunan yang sebesar Rp.
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BAB IV

PENUTUP

#;r n apabila

kerja.

Adapun faktor-faktor penghambat pemenuhan kewajiban yang

dialami pihak PT yang pertama yaitu faktor hanya dikontrak 1 tahun saja
dan belum tentu masa kontrak tersebut diperpanjang. Kedua, faktor

pekerja yang tidak mau mendaftarkan dirinya dalam program BPJS,
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karena masa kontrak yang hanya 1 tahun. Keempat, faktorpekerja yang

belum mengetahui mengenai program BPJS.

langsun endaftarka ckerja " bekerja

kedalam

sosialisasi

pentingnya kesela i adanya
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B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Dasar 1945

Jamsos Indonesia,”Transformasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial”,

2016
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. INTERNET

https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20190425/12/915170/ha
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